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ABSTRAK b
- e o i |
Kajian epigrafis ini didasarkan sumber-sumber tertulis, khususnya prasasti. Kitab-
Bab yang berhubungan dengan prasasti serta analisis sosial di ‘sini' dijadikan acuan
pembanding yang berguna untuk memantapkan analisis tentang sima dari masa Majapahit.
' Tanah sima dapar diberi pengertian sebagai tanah yang memiliki status istimewa yang
an oleh raja atau pejabat tinggi kepada seseorang karena ia berjasa besar kepada raja
au karena mendapat tugas khusus dari raja. Penerima hak sima secara material akan
mendapatkan keuntungan materi dan secara spiritual akan mendapatkan derajat dan harkat
ang tinggi dalam masyarakat Jawa Kuna, khususnya dalam masa Hindu Budha.
_ Lembaga sima sudah ada sejak abad ke-10 M dan berlangsung terus hingga masa
Majapahic (1293 -1500 M). Dalam masa Kasultanan (mulai abad ke-17 M) lembaga 'ini
sebut perdikan tetapi dengan makna lebih sempit yakni bebas dari pajak saja tanpa halk-hak
imewa. Tanah sima dapat berupa ladang, sawah, kebun, rawa, hutan ataupun perbukitan.
Penghuni tanah sima bebas dari seBagian pajak dan kepala sima berhak mengatur peradilan di
layahnya beserta penagihan denda. Hak sims umumnya berlaku untuk selama-lamanya
an mereka yang menggugatnya akan berhadapan dengan hukum. Legitimasi sima diperoleh
setelah pihak penerima sima itu menyelefiggarakan upacara peresmian yang disaksikan oleh
pejabat kcrajaan serta masyarakat sekitarnya sebagai saksi. Upacara itu dibiayai oleh si
penerima sima, termasuk menyerahkan biaya kompensasi yang disebut pasek-pasek berupa
arang, emas dan uang kepada raja, keluarganya, para pe;abat dan para saksi.
Dari sudut ilmu pemerintahan, pemberiaah hak sima merupakan kewajiban (dharma)
#aja kepada rakyatnya dan scbahknya pembenan pasek—pasek mcrupakan tanda kcsctlaan
pat kepada raja. - ; :
|
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Dar1 ilmu antmpoiogl, pcmbenan sima dan penyerahan pasek-pasek ‘merupakan
peristiwa pertukaran yang biasa disebut exc.&ange theory (libar Marcel Mauss, 1970 dalam
kitab The Gift, London). Tujuan dari peristiwa ini adalah untk memperoleh keseimbangan
dalam kehidupan spiritual dan sosial. Bagi raja nilai positifnya menyangkut aspek -karma,
bakti dan keamanan sedangkan bagi rakyar nilai pesitifnya mengandung aspek ekonomi,
sosial dan hukum. Sebaliknya segi negatif bagi raja ialah berkurangnya penghasilan dari sekror
pajak sedangkan bagi rakyar ada kemungkinan bahwa kepala sima bertindak keji kepada
rakyatnya sehmgga rakyac menjadi semakin sengsara.

Tanah Sima :Dal-am Masyarakat Majapahit

Pe.nda’huluan:

Identifikasi

Sima ialah scbidang tanah yang dltetapkan
oleh raja melalui upacara manusuk sima
sebagai tanah istimewa yang dibebaskan
seluruh - atau  sebagian  pajaknya
penggunaannya semula dengan maksud agar
penghasilan atau - pemakaiannya
dip’cruntukkan bagi  kelangsungan  suatu
bangunan suci milik keluarga raja atau untuk

tugas khusus lainnya (lihat juga Seekmono -

1973: 113 dan Boechari 1980: 324).

Status istimewa tanah simae diwunjukkan
pula oleh pemberian hak subba dubkha (hak
untuk mengatur sendiri peristiwa hukum di
w1layah sima), adanya raja mangsa (makanan
khusus bagi raja yang boleh dimakan oleh
penerima  sizma), dan hak istimewa lain
berupa  penggunaan  atribut  kerajaan

(misalnya  payung), memakai perhiasan,

memainkan musik kengsi, menghias rumah,

memakai tandu, memelihara dan menggauli

budak dan lain-lain. Karena status ini maka *

kepala desa dan penduduk wilayah sima
menjadi _ istimewa. Status ini umumnya

berlaku untuk sclama-lamanya, nusalnya__:_
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atau.

(tafsiran

dalam' prasasti Kudadu tahun 1294 M yang
dikeluarkan oleh raja Kertarajasa, (OO
LXXXI), tetapi ada yang diberikan secara
bergthr kepada lima orang patlh pada jaman
raja Balicung (lihat prasasti Manrtyasih |
tahiin 907 M dalam kitab Sarkar, 1972, Il :

64-81).

Yang dimaksud  dengan masyarakat

Majapahit ialah penduduk yang tinggal di

wilayah Jawa Timur dan sckitarnya yang
menganut aturan hukum Majapahit  dani

kurun wakny, tahun 1293-1500 M. Negara

Majapahit sendiri mencakup w1layah Jawa
Timur sekarang ditambah sedikit sisi tmur
wﬂayah Jawa Tengah dan Madura. Adapun
negara-negara di luar Jawa yang disebut
dalam naskah Nagarakertagama pupuh XI1I-
XIV lebih bersifat sebagai sekutu Majapahit,
jadi bukan negara jajahan. Negara-negara
sekutn ini memberikan upeti rahunan kepada
Majapahit karena dalam usaha dagangnya di
laytan  selalu dilindungi oleh armada
Majapahit.

Negara kesatuan Majapahit berpusac di
daerah Trowulan, Kabupaten Mojokerto
penuhs) sedangkan  wilayah
Ma;apahlc dalam abad XV M [Crdll‘l atas 14
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negara bagian yaitw:  Daha, ' Jagaraga,
Kahuripan, Tanjungpura, Pajang, Kembang
Jenar,  Wengker, © Kabalan, Tumapel,

Singhapura, Matahun,. Wirabhumi, Keling
dan Kalinggapura (lihat prasasti Waringin
Pitu tahun 1447 M, lempeng 1I_VI dalam
Yamin, 1962, 1I: 181-212 dan Boechari
1986, I: 126-135). Negara-negara bawahan
ini dipimpin oleh keluarga raja yang diberi
gelar bhre.

Latar Belakang

" Jumlah prasasti di Indonesia lebih dari 400

buah yang terbuat dari bahan batu dan logam
serta tersebar di berbagai pelosok. Sebagian
prasasti ini sudah dikumpulkan di museum
negara atau museurn provinsi, koleksi
perorangan dan sebagian lagi masih di tempat
asalnya. Bahasa prasasti terdiri atas Sanskerta,
Tamil, Jawa Kuna, Melayu Kuna, dan Bali
Kuna sedangkan aksaranya terdiri ~atas
Pallawa, Tamil, Pranagari, dan Jawa Kuna.
Penelitian terhadap prasasti agak banyak
dilakukan orang tetapi penelitian terhadap
masalah sima sangat sedikit, misalnya yang
dirulis oleh Schrieke 1919 dalam 7BG LVIIL.
Adapun nama-nama peneliti prasasti ialah
Raffles 1817, R.H.Th. Friederich., H. Kern,
F. Fokkens, N.J. Krom, F.D.K. Bosch,
B.J.O. Schricke, W.F. Stutterheim, F.H.
Naerssen,, P.V. van Stein Callenfels, ]J.Ph.
Vogel, Roelof Goris, , B.Ch. Chabra, KA.
Nilakanta Sastri, Majumdar, H.B. Sarkar, G.
Coedes, L.Ch. Damais, J.G. de Casparis dan
Antoinette Marie Barret Jones. Peneliti senior
Indonesia di bidang ini ialah Boechari, M.M.
Soekarto Kartoatmodjo dan Ketut Ginarsa
(ketiganya almarhum) karena kurangnya
penelitian masalah sima maka penulis
memberanikan  diri  untuk  mencoba
menelitinya berdasarkan sumber prasasti.

_ Tujuan

Perumusan Masalah

Ada 5 pokok masalah utama yang dibahas di
sini: (1) latar berlakang agama, (2)
rekonstruksi keadaan masyarakat Majapahit,
(3) jenis, status tanah, hak dan kewajiban
sima, (4) penetapan dan pranata sima, (5)
pasek-pasek, yaitu barang pemberian dari si
penerima anugerah sima kepada raja dan para
saksi.

Tujuan dan Relevansi Penelitian

utama dari  kajian ini ialah
menerangkan  kedudukan sima  dalam
masyarakat Majapahit beserta segala aspek

yang terkait di dalamnya. Karena kajian
tentang  tanah  selalu  berkait j dengan
masyarakart penghuninya maka,’ masalah

tanah menjadi terap akrual sepanjang jaman,,
Hukum tentang tanah masa kini mcrupakan
kelanjutan dan perkembangan  dari hukum
tanah tradisional dari jaman sebelumnya.

Latar belakang agama '

Bagian ini ditempatkan sebagai Bab II yang
akan mendasari semua kegiatan masyarakat
yang berawal dari niat ibadah. Ada beberapa
agama arau kepercayaan yang hidup pada
masa itu yaitu Hindu (Siwa dan Wisnu),
Budha, dan Karesian. Keberadaan agama
Hindu dapat dijumpai dalam peribadatan,
upacara-upacara, bangunan suci (candi),
pranata sosial, seni arca dan lain-lain. Contoh
dalam peribadatan, upacara dan bangunan
suci sangat jelas sedangkan dalam pranata
sosial tampak oleh hadirnya pejabat seiwa
sogata (artinya Siwa dan Budha) dalam
upacara-upacara ‘serta gejala adana strata
sosial dalam 4 kasta yaitu Brahmana, Ksatria,
Waisya dan Sudra. Nama-nama pejabat Siwa
dan - Budha tersebut sekurang-kurangnya
disebut dalam berbagai prasasti, misalnya
prasasti Tubanyaru (1323 M), Batur (1344
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M), Bendosari (c.1350 M), Canggu (1358
M), Patapan II (1418 M) dan Waringin Pitu
(1447 M) ‘'Naskah  Nagarakertagama
menyebut nama Siwa dalam 9 pupuh
sedangkan nama Saiwa dalam 14 pupuh.

Sementara itu keberadaan agama atau
aliran Wisnu tampak dalam penyebutan
bangunan untuk Wisnu, antara lain disebut
dalam Nagarakertagama pupuh LXXVIIL
Tanah 'untuk bangunan Wisnu tersebut
berada 'di Batwan, Kamangsian, Bam,
Tanggulian, Dakulut, Galuh, Makalaran dan
lain-lain.

Aliran Karesian mencakup para pertapa
yang mengutamakan laku batin tanpa ritus-
ritus tertentu.  Secara harfiah arti resi
mengacu kepada orang suci, kelompok umat
yang bukan dewa, manusia atau raksasa.
Kitab Agastyaparwa edisi Gonda terbitan
1933  dalam BKI 90, menyebutkan
kedudukan resi setingkat di bawah Adisatwa
(Brahma, Wisnu dan Siwa). Dalam kitab
tersebut jenjang mahluk hidup disusun
(mulai dari yang tinggi) sbb.: adisatwa, resi,
dewata, daitya, gandarwa, danawa, raksasa,
pisaca, dan manusia. Menurut kitab Tantu
Panggelaran edisi Pigeaud 1924: 83)
demikian: - watek  bhatara,
siddharesi, watek hyang, dewata, dan wiku.
Ciri seorang resi ialah pakaiannya dibuat dari
kulit kayu, istilahnya walkaladbara. Menurut
prasasti Pucangan tahun 1041 M, ketika
Airlangga mengungsi ke hutan karena
kerajaan' mertuanya diserang musuh hingga
hancur lebur (istilahnya pralayq), ia disertai
Narottama - berpakaian ~ kulit  kayu
sebagaimana para pendeta umumnya. Kitab
Sutasoma dan Arjunawiwaha menyebutkan
para resi yang berpakeuan kulic  kayu.
Keberadaan para resi disebut dalam berbagai
pustaka lain  yaitu Bismaparwa,
Brahmandapurana dan Rajaparigundala.
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Rekonstruksi Keadaan Masyarakat

Majapahit

Bagian ini ditempatkan sebagai Bab Il
Uraian rekonstruksi keadaan masyarakat ini
dapat disusun setelah dilakukan pembahasan
mengenai  penataan  wilayah, golongan-
golongan masyarakat, jenis-jenis pekerjaan,
hukum dan peradilan, pemerintahan, dan
ekonomi.

Secara teritorial wilayah Majapahit dari

yang kecil hingga yang besar dapat disusun

sebagai berikut: 1. kabuyutan, 2. wanwaldesa
Ithani, angsallurablkwwn, 3. watek/ wisaya,
4. rajya /nagara, 5. bhumi. Dalam hal ini ada
pembagian secara administrasi dan secara
agama. Untuk nama-nama wilayah yang
masih hidup hingga abad XVIII, Sartono
Kartodirdjo  banyak mengupasnya (libar
Lembaran Sedjarah nod4, 1969, Fakultas
Sastra Universitas Gadjah Mada).
Berdasarkan uraian prasasti Waringin Pitu
tahun 1447 wilayah Majapahit dibagi
menjadi wilayah inti yang berada di pusat
kerajaan dan dipimpin oleh raja sendiri serta
kerabat dekatnya dan negara-negara yang
dipimpin oleh putra-purri raja serta
keluarganya. Negara-negara ini sebagai
daerah Junggub, hasil buminya menjadi milik
para pemimpinnya yang bermukim di
ibukota sedangkan pengelolaan
pemerintahannya dilakukan oleh para patih
masing-masing. Wilayah negara dapat berada
di pulau Jawa dan dapat pula berada di
seberang laut, misalnya Singhapura dan
Tanjungpura. Wilayah yang lebih kecil dari
negara ialah kuwu dan sejenisnya yang
diperintah oleh para rama dan sejenisnya.
Pembagian wilayah yang lebih jelas tampak
pada jaman Mataram II (abad XVII M)
dimana ada megara (ibukota), nagaragung
(daerah intl), mancanegara (termasuk pesisir)
yang berada di luar dan tanab sabrang (di
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g laur); (lihat Soemarsaid Moertono
5: 130-131). Egii
Adapun strata . masyamkat Majapahit
t dilihat secara formal dari adanya 4
yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan
Sudra. Dalam aplikasinya pembagian ini
sangat samar-samar karena tradisi Jawa tidak
sepenuhnya menganut tradisi Hindu. Di
dalam  masyarakat - juga ada kelompok-
kelompok yang disebut anak thani, sama
‘sanak, parawangsa, wragaji, wong lembabh,
Rawula, parasama, sang anden, sang hadyan,
gusti, samyabaji, dan dapur. Di kalangan
“pemerintahan ada pejabat-pejabat rakryan
maniri, rakryan apatih, rakryan demung,
yakryan tumenggung, rakryan kanuruban dan
rakryan rangga. Pangkat-pangkat - yang
disebut ialah sang pamgat, dbarmadhaksa,
sang nayapati, sang pranaraja, sang satyagund,
sang maniri, dan sang arya.

Jenis-jenis  pekerjaan -« yang = dilakukan

anggota  masyarakat  ialah - keagamaan,
pertanian, peternakan, kerajinan,
perdagangan, pelayaran,  kesenian, dll.

Untuk menertibkan kegiatan masyarakat

pada naskah Kurara Manawa.

Dalam kerja sama dengan luar Jawa,
dijalin hubungan kemitraan sejajar yang
disebut mitreka satata  dengan wilayah-
wilayah di Semenjung Melayu, Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTB dan
NTT; keterangan ini dlpcroleh dari naskah
Nagarakertagama.

Sima Masa Majapabhit

Bagian ini ditempatkan sebagai Bab [V dan
di dalamnya dikupas tentang makna sima,
keadaannya pada masa pra Majapahit, bentuk
formula kalimat penetapan sima, isi prasasti
pada umumnya, aturan-aturan dalam sima
dan kelanjuran lembaga ini di jaman

Tanah-Sima

diberlakukan undang-undang yang berdasar

Dalem M. asyarafeat Majapabit

kasultanan ', . sebagai = tanah - perdikan.
Pembahasannya sangat teknis yang sangar
berguna . untuk para peneliti. Namun
demikian karena masalah perdikan dalam
Undang-undang Agraria Rl baru dihapuskan
pada tahun 1981 maka ciri-ciri yang
membedakannya ~ dengan  sima  perlu
dipaparkan di sini. Selain itu Schrieke (1975:
31-32) telah mengkajinya sejak sebelum
tahun 1919 dan. hasil kajiannya disimpulkan
sebagai berikut : (1) Semasa Mataram (dan
Kartasura), hak kepala perdikan lebih
cenderung  kepada hak untuk memungut
pajak, bea cukai dan -rodi; (2) Status
perdikan  lebih bernuansa politik agar raja
dapat mengawasi wilayahnya yang jauh dari
pusat pemerintahan. sedangkan tugas-tugas
kepala perdikan lebih dnarahkan kepada tugas
keagamaan; (3) Hak kepala perdikan terbatas
pada pemungutan pajak karena hak atas
tanah tetap sama dengan status sebelumnya;
(4) Batas-batas daerah perdikan kurang jelas
karena sistem pajak lebih diperhitungkan
kepada tenaga laki-laki yang bekerja; (5) Sifat
pewarisan tanah perdikan lebih dibatasi,
tidak lagi secara turun-temurun,

Jenis tanah, status, hak dan
kewajlban Sima

Bagian ini scbagzu Bab V mcmba.hss jenis
tanah, posisi tanah, hak atas ranah, status
sima dan klasifikasinya, serta . hak dan
kewajiban kepala sima. Pembahasan ini
banyak mengandung uraian masalah sosial
ekonomi bagi rakyat penghuni wilayah sima.
Hak atas tanah pada umumnya ada pada raja
(lihat pasal 100 dari kitab Kutara Manawa);
pihak rakyar hanya berhak aws hasil bumi
atay hasil usaha yang dikerjakannya. Jika raja
akan memberikan tanah sime kepada
seseorang sedangkan tanah  itu menjadi
garapan ~ orang - maka  raja  harus

WALENNAE N°3 /1 - Juli 19990 111



Bedah Diserigsi.-

membebaskannya lebih dahulu dengan cara
membeli atau menukarnya dengan tanah di
tempat lain. Transaksi jual beli tanah banyak
disebut dalam prasasti, antara lain prasasti
Mamali (878 M), Kurungan (885 M),
Waharu I ( 873 M), Harahara (966 M), Sinma
Kawajwan ri Tija (t.tahun), Tar.gal (880
M), Panggumulan II (903 M) dan Lintakan
(919 M). : _

Dalam masalah pembagian hasil sima,
umumnya dibagi 3, sebagian untuk biaya
upacara dan pemelibaraan bangunan suci,
sebagian untuk kepala sima dan sebagian lagi
untuk raja yang diberikan melalui petugas
 kerajaan. Prasasti yang menyebut pembagian
hasil ini ialah Sugih Manek (915 M),
Kampak (t.tahun), Sangguran {928 M),
Cunggrang 1 (929 M), Hering (934 M),
Paradah I1 (943 M), dan Muncang (944 M).

Mengenai bidang sosial ekonomi, wilayah
sima memiliki 3 hak penting yaitu: (1) usaha
‘kerajinan dibebaskan dari pajak jika jumlah
unit ' usahanya sesuai dengan ketentuan;
(2) pejabat kerajaan dilarang masuk wilayah
- sima karena mereka akan mengganggu rakyat
dengan meminta sesuatu; (3) kepala simu
boleh mengatur sendiri besarnya denda
pelanggaran hukum di wilayahnya (istilahnya
sukbadubkha).

Dalam urusan keagamaan, penduduk
wilayah sfma masih diwajibkan menyerahkan
biaya pembelian bunga, selain itu dan
kepada * kepala wilayah sebelumnya  juga
diwajibkan -~ memberikan  tanda  kasih
semampunya (lihat prasasti Kudady).

Pezietapan Sima
Bagian ini ditempatkan sebagai Bab VI yang

membahasnya dari sudut kaitan antara sima

“dengan bangunan suci atau tanpa bangunan
suci. Hak atas tanah simae diberikan kepada

- seseorang: karena jasanya kepada raja secara
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langsung atau tak langsung atau karena
penugasan sosial (kasus prasasti Canggu
tahun 1358 M) dan keagamaan. Penetapan
sima yang berhubungan dengan bangunan
suci dari abad IX hingga X M ada 88 buah
prasasti;  dari abad XI hingga XIII M
ditemukan 22 prasasti sedangkan dari abad
XIV hingga XV M hanya ditemukan 12
prasasti saja. Ada pula penetapan sima tanpa
menyebut  bangunan suci; dari periode
pertama ditemukan 33 prasasti, dari periode
kedua ditemukan 14 prasasti dan dari. pcnedc
ketiga ditemukan 5 prasasti.

Pasek-Pasek
Bagian ini ditempatkan sebagai Bab V][
Pengertian istilah pasek-pasele dapat dilihat
dari sudut pandang sempit atau sederhana
dan dari sudut pandang luas. Pasek-pasck
merupakan pemberian balasan dari penerima
sima (rakyat) kepada raja (termasuk keluarga
raja dan pejabat kerajaan) sebagai tanda
terima kasih dalam rangka pengukuhan status
simq tersebut. Dari sudut pandang luas,
misalnya -~ hukum, ini menjadi syarat
terlaksananya upacara dan pengakuan kedua
pihak serta perlindungan hukum dari raja.
Dari  sudut pandang antropologi, ini
berkaitan | dengan  pertukaran "nilai", . baik
secara spiritual maupun secara material,
Wujud pasek-pasek dapat berupa uang,
perhiasan, pakaian dan hewan ternak.
Sebagai contoh, pasek-pasek  yang disebut
dalam prasasti Kudadu tahun 1294 M, untuk
raja berupa: vang 5 kati dan 5 suwarna serta
pakaian 1 pasang sedangkan kepada pejabat
berpangkat samgar (sejenis hakim), diberikan
uang 1 masa dan pakaian 1 helai. Sebaliknya
pada prasasti Canggu tahun 1358 M pasek
paseknya sederhana, kepada raja dan pejabat
diberikan: apa saja semampunya karena
pemegang hak sima di sini seorang miskin; ia
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tukang tambang yang tugasnya
erangkan orang dari satu tepi, sungai
antas) ke tepi lainnya. Karena ia mendapat
ah sima maka ia tidak boleh memungut
#ya atas jasa penyeberangan itu.
Dari  sudut  pandang  antropologi,
semacam  hubungan timbal-balik
mtara raja dengan rakyat. Urutan interaksi
i dapat dilihat pada prasasti Kudadu (1294

01 M) Balawi (1305 M), Balambangan
ahun), Tuhany
1358 M) dan Waringin Pitu (1447 M).
Urutan interaksi itu demikian: rakyat
jasa kepada raja; raja memberi tanah sima;
yat memberi pasek- asek; raja memberikan
erlindungan; rakyat patuh kepada raja.

Dan teori pertukaran (Marcel “Maus,
1970) diperoleh makna 2 hal yaitu tinjauan
status dan tinjauan nilai ekonomi. Mengenai
jauan status dapat dipaparkan demikian:
'® Orang yang memberi sesuatu kepada
ihak lain statusnya  berada lebih tinggi,
hlk dilihat dari segi sosial, kekuasaan
maupun spiritualnya. @ Orang yang diberi
badiah menjadi lebih rendah statusnya. ©
Untuk mencapai keseimbangan status tsb, si

\penerima  harus  membalas  dengan
imemberikan sesuatu yang sepadan kepada
‘pihak pemberi pertama.

Mengcnal nilai ekonomi, penganugerahan
tanah sima dari raja kepada rakyat dan
pemberian pasek pasek dari rakyat kepada
raja  dapat dianggap sebagai = transaksi
ekonomi. Jika kita mengacu kepada teori
‘Max Weber (1947) maka transaksi ekonomi
mengandung 3 hal yairu tindakan ekonomi,
sistem ekonomi dan organisasi ekonomi.
Mengenai transaksi ekonomi dalam jaman
kuna, van Naerssen menjelaskan bahwa isi
prasasti Kutai (abad IV M) dari Kalimantan

, Sukhamerta (1296 M), Adan-adan

(1323 M), Canggu

Dalam Masyarakat Majapabit .

Timur dimana brahmana mempersembahkan
~doa-doa  sedangkan raja  Mulawarman
menghadiahkan = 10.000 lembu, ini dapat
dianggap  sebagai  transaksi  ekonomi.
Barangkali teori ini benar jika dikaji dari
paradigma jaman modern tetapi masih perlu
dipertimbangkan apakah brahmana jaman
kuna memang mengharapkan balasan hadiah
dari raja untuk doa-doa sucinya?.

Kesimpulan: Segi Positif dan Negatif
dari Sima

Bagian ini sebagai Bab VIII dan penutup.
Segi-segi ini dilihat dari pihak raja dan dari
pihak rakyat. Yang positif bagi raja ialah
pertama, karma, perbuatan baik  akan
berbuah baik pula; kedua aspek bhaks, raja
berbakti kepada dewa dengan memberikan
status sima kepada warganya; ketiga, aspek
keamanan, karena diharapkan rakyat yang
mendapat hadiah akan patuh kepada raja
sehingga tidak terjadi pembelotan atau atau
pemberontakan. _

Bagi rakyat segi positifnya, pertama, aspek
ekonomi dimana beban pajak jadi ringan dan
penduduk bisa lebih sejahtera; kedua, aspek
sosial dimana harkat penduduk menjadi
tinggi; ketiga, aspek hukum dimana kepala
wilayah sima mengatur sendiri keputusan
hukum bagi pelanggaran yang terjadi.

Segi negatif bagi raja ialah pendapatan
dari sektor pajak berkurang karena banyak
tanah yang dilepaskan dari statusnya yang
biasa. Bagi rakyat, nasibnya bisa menjadi
lebih buruk jika kepala simez yang baru
bertindak sewenang-wenang, namun sumber
prasasti  tidak  pernah  memberitakan
mengenai hal ini,

Lembaga sima telah lama hilang karena
sejak masa kasultanan berganti menjadi
lembaga perdikan. Dari penelitian lapangan
di daerah Madiun, Jawa Timur, pada tahun
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1981 diperoleh data bahwa bekas desa
perdikan  menjadi  tertinggal  dalam
pembangunan nasional karena sifat-sifat
pimpinan dan penduduknya yang konservatif
dan menolak pembaharuan. Ketertinggalan
ini tampak pada kondisi jalan d:sa ndak
diaspal, listrik tidak ada dan penduduknya
banyak yang buta huruf.

Lampiran

Disertasi ini dilengkapi dengan 8 buah
lampiran yaitu:

1). Peta wilayah Majapahit abad XIV M
2). Daftar nama Prasasti Masa Majapahit
3). Teks 49 buah prasasti Majapahit

4). Daftar Pasek Pasek Masa Majapahit

5). Daftar Samwyawahara Masa Majapahit
6). Daftar Pinikul Dagang Masa Majapahit
7). Daftar Sukhaduhkha Masa Majapahit
8). Indeks Nama Diri

9). Kepustakaan

Penutup
Pembahasan tanah sima dari masa Majapahit
merupakan kajian ilmiah murni. Kajian
arkeologi dan kajian sosial masa kini terpisah
jauh ibarat bumi dan langit. Benang merah
yang dapat dijalin ibarat pelangi di sore hari.
Walaupun demikian ilmu pengetahuan
mempunyai tempat sendiri dalam tatanan
keilmuan sehingga hasil suatu kajian rtidak
dituntut  unwk  diterapkan bagi
pembangunan dewasa ini. Arkeologi
menempati posisi sebagai ilmu dasar ibarat
pondasi bangunan terhadap ilmu lain yang
terkait yang akan berdiri di atas banguan tsb.
Relevansi yang terkait dalam kajian ini
ialah pemahaman kita tentang status tanah,
khususnya tanah sima (abad X - XV ) yang
kemudian bergeser menjadi tanah perdikan.
Dalam kaitan dengan keagamaan Islam maka
kemudian ctimbul istilah desa keputiban,
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pakuncen dan mijen. Ketiga desa ini pada
intinya mendapatkan kebebasan pajak tetapi
tugasnya berbeda-beda. Masih dalam kaitan
keagamaan timbul tanah wakaf

datangnya dari siapa saja kepada badan-
badan sosial dan amal tanpa ikatan kerja atau
transaksi ekonomi sama sekali. Status-status
tanah yang demikian ini bukan timbul
dengan  sendirinya melainkan  tumbuh
perlahan-lahan melalui proses panjang yang

dimulai dari status sima dari masa silam di

Jawa.l (MACHI SUHADI).
Jakarta, medio Desember 1998
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